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ABSTRAK 

Keadilan restoratif dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 

restoratif pada Pasal. Kasus yang dilakukan penerapan keadilan restoratif terdapat 

pada seorang remaja terbukti melanggar Pasal 362 Kitab Undang – undang 

Hukum Pidana, yang kemudian ancaman pidana denda atau penjara yang 

dilakukan oleh pelaku juga tidak lebih dari lima tahun. Pada akhirnya tuntutan 

yang dijatuhkan kepada remaja 21 tahun ini dihentikan tuntutannya yang 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung 

Nomor 15 Tahun 2020 Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-

unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP Rumusan masalah:1) 

Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian 

ringan di wilayah kejaksaan negeri padang?. 2) Apa saja kendala yang di hadapi 

oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian 

ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang?. Jenis penelitian yang digunakan 

yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan data sekunder dan primer; teknik 

pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi dokumen; data 

dianalisis secara kualitatif. Temuan tersebut berdasarkan hasil penelitian dan 

wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, dimana penerapan keadilan 

restoratif baru terlaksana sebanyak 2 kasus selama penerapan keadilan restoratif  

di Kejaksaan Negeri Padang tahun 2022. Manajemen restoratif telah berhasil 

diimplementasikan. Kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan 

restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan Negeri 

Padang antara lain Kendala sebelum melakukan restoratif harus memenuhi syarat 

yaitu: Apakah perkara itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif?. Kendala 

pada saat melakukan restoratif  harus terdapat dua syarat antara lain: Antara si 

korban dan tersangka berdamai tanpa adanya syarat dan damai dengan adanya 

syarat 

Kata kunci: penerapan, restoratif, pencurian, kejaksaan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara lain dalam 

menyelesaikan peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 

perkara pidana. Keadilan restoratif secara filosofinya dirancang untuk 

menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang 

sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang 

ditimbulkan dari konflik atau permasalahan tersebut.
1
  

Keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 

restoratif pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga korban atau pelaku dan pihak - pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 

Prinsip dalam keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian 

perkara tindak pidana, yang dalam mekanismenya (tata cara peradilan pidana) 

 

                                                           

1
Kompas Nasional, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411 /restorative-

justice-pengertian-dan penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all, Pengertian dan 

Penerapan Dalam Hukum di Indonesia, Akses 23 Mei 2022 

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411%20/restorative-justice-pengertian-dan%20penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411%20/restorative-justice-pengertian-dan%20penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all
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fokus pidana diubah menjadi dialog dan mediasi. Menurut Susan 

Sharpe, dalam penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, 

yaitu :
2
 

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan 

korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini 

juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan 

ketetibannya oleh pelaku. 

2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau 

kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 

3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukan rasa 

penyesalan dan mengaku kesalahannya. 

4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus 

akibat tindak pidana. 

5. Memberikan kekuataan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya 

tindakan kejahatan. 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang 

diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana 

merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, pengertian “strafbaarfeit” 

menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Soedarto merumuskan tindak 

                                                           

2
Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana Cepatdan Biaya Ringan Menuju Keadilan 

Restoratif, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 321 
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pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.
3
  

Pada hakekatnya tindak pidana ini merupakan kejahatan yang pada 

kenyataannya dalam kehidupan memerlukan penanganan secara khusus. Hal 

tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam 

kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya 

untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya 

sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya 

kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan 

masyarakat.
4
Kejahatan atau tindak pidana yang sering tejadi dilingkungan 

masyarakat pada umumnya seperti pencurian, penipuan, penganiayaan dan 

penghinaan. 

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang sering terjadi 

dilingkungan masyarakat yaitu pencurian. Pencurian merupakan salah satu 

kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, dimana dari kejahatan 

pencurian tersebut dapat merugikan orang lain atau korban. Pencurian adalah 

pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa seizin 

pemiliknya.
5

 Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang–

Undang Hukum Pidana “Seseorang yang mengambil barang sesuatu, yang 

                                                           

3
 Bambang Poernomo, 1993,  Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.    

91 

4
Wirjono Prodjodikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika 

Aditama, Jakarta, Hlm. 15 

5
 Wikipedia,https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian,Pencurian,Akses  23 Oktober  2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian
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seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki 

dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah“.  

Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tindakan pencurian 

itu dilakukannya, akan tetapi apapun alasan dalam perbuatan tindak pidana 

pencurian tersebut tidak dibenarkan dihadapan hukum. Karena dampak dari 

tindak pidana pencurian tersebut terhadap korbannya berupa kerugian atas 

kehilangan benda atau barang dan juga pencurian dapat menimbulkan 

keresahan dalam lingkungan masyarakat. 

Salah satu kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Padang dimana 

seorang remaja berusia 21 tahun yang mencuri smartphone milik temannya 

sendiri. Remaja ini terbukti melanggar Pasal 362 Kitab Undang – undang 

Hukum Pidana, yang kemudian ancaman pidana denda atau penjara yang 

dilakukan oleh pelaku juga tidak lebih dari lima tahun. Pada akhirnya 

tuntutan yang dijatuhkan kepada remaja 21 tahun ini dihentikan tuntutannya 

yang dilakukanoleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Peraturan Jaksa 

Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN KEADILAN 

RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI 

WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana 

pencurian ringan di wilayah kejaksaan negeri padang? 

2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan 

restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan 

negeri Padang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana 

pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang. 

a. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapan 

keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah 

Kejaksaan negeri Padang. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah 

penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat 

efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.
6
 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 

                                                           

6
 Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 

Hlm. 38 
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langsung kelapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti.  Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 1 jaksa 

bapak Renol Wedi S.H., M.H.  di Kejaksaan Negeri Padang  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan 

seterusnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berita acara pelaksanaan keadilan restoratif terhadap kasus 

pencurian handphone dan percoban pencurian handphone dan  leptop  

3. Teknik Pengumpalan Data  

a. Wawancara 

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dilakukan saat 

kita tahu pasti informasi apa yang dibutuhkan dan telah 

mempersiapkan pertanyaan, kadang kala bias mengembangkan 

pertanyaan di luar dari daftar, sepanjang pertanyaan itu masih fokus 

pada permasalahan yang diteliti.
7
 

b. Studi Dokumen  

                                                           

7
 Haddy Suproto, 2017, Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah, Gosyen Publishing, 

Yogyakarta, Hlm. 94 
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Studi dokumen adalah mencari buku, jurnal, makalah sesuai 

pokok masalah yang di bahas untuk mendapat landasan teoritis 

pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang 

relevan. Tujuan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan 

jalan pemecahan permasalahan penelitian.
8
. 

4. Analisis Data  

Analisis data penelitian ini kualitatif.  Kualitatif adalah analisis 

yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan cara pandang manusia 

mengenai yang menjadi fokus peneliti.
9
 Teknik analisis data deskriptif 

kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 

terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 

didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun 

teori-teori.
10

  

                                                           

8
 Bambang Sunggono, Op.cit, Hlm. 112 

9
 Bruhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.57 

10
 Setiono, 2010, Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum, Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4 

 


